
 
 
 

 
 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR  16 TAHUN  2012 

 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
Menimbang : a.  pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai 

dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan 
internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan 
secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk 
mewujudkan pemerataan dan   perluasan akses, peningkatan 
mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, 
akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan 
mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; 

 
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan 

masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan 
merupakan tanggung jawab  pemerintah, pemerintah Daerah, 
orang tua dan masyarakat; 
 

c. bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan 
urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab 
Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang 
mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 
pendidikan yang ada di daerah; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.   

 
 
Mengingat     :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 
 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4235); 
 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional  (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4301); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355) 
 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara  Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  4844); 
 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor  45); 
 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 15 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor  4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor  4014); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara          
Nomor 4737); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4863); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4864); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4941); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 
 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor  29 Tahun 2005 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi; 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 
21 Tahun 2011; 
 

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 
 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan 
Dasar dan Menengah; 
 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar 
Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 
 

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 
 

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 
 

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B dan 
Program Paket C; 
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29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 
 

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat 
Kelayakan Untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran; 
 

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Standar Sarana dan Prasarana; 
 

32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 
 

33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, 
Program Paket B dan Program Paket C;  
 

34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 
 

35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan; 
 

36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 79 Tahun 2009 
tentang Pendidikan Inklusi; 
 

37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar                      
di Kabupaten/Kota; 
 

38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 
 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 694); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 

dan  
WALIKOTA SURABAYA, 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 

 
2. Daerah adalah Kota Surabaya. 

 
3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 

 
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 
 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah DPRD Kota Surabaya. 

 
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung 

jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
 

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota 
Surabaya. 

 
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang 
sesuai dengan tujuan pendidikan. 

 
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 

 
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada 

kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 
 

11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan 
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

 
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut. 

 
 
 


